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MOTTO 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  

(Aristoteles) 

 

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuatnya"  

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."  

(Thomas Alva Edison) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti 

sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan 

ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis 

ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana 

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Ulbert dalam 

buku Administrasi perkantoran (Silalahi:2003) “Administrasi secara sempit 

didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara 

sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan 

keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun 

menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah 

Tata Usaha”. 

 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak di pungut dari 

warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, karena 

pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara yang sangat potensial sektor pajak menjadi pilihan yang tepat, 

selain jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif 

masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagai salah satu pemungutan 

pajak yang memberikan kontribusi yang relatif stabil adalah pajak penghasilan 

baik dari wajib pajak pribadi ataupun badan dalam negeri dan/atau luar negeri atas  

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam 
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pemungutannya sendiri PPh pasal 21 ini di bebankan kepad pegawai sesuai yang 

terdapat dalam situs Direktorat Jenderal Pajak bahwa pegawai merupakan orang 

pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai 

tidak tetap/tenaga lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan 

atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan 

periode tertentu, penyelesaian pekerjaan,  atau ketentuan lain yang ditetapkan 

pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan 

negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 

 

Begitu pula di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan 

Cipta Karya Kabupaten Jember kegiatan administrasi pemungutan pajak pegawai 

menjadi salah satu kegiatan penting yang dilakukan karena setiap warga negara 

memiliki hak dan kewajiban untuk membayarkan tanggungan pajaknya kepada 

negara sebagai mana dengan undang-undang yang telah diatur pada Pasal 21 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya kegiatan 

administrasi pemungutan pajak pegawai bagi kelangsungan operasional kantor, 

maupun pembangunan negara maka laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul 

“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN 

PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERUMAHAN 

RAKYAT, KARYAWAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 

KABUPATEN JEMBER“. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek KerjaNyata 

Tujuan praktek kerja nyata ini antara lain adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung Pelaksanaan 

Administrasi Pemotongan Dan Penyetoran PPh 21 Atas Gaji Pegawai 
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Negeri Sipil Pada Dinas Perumahan Rakyat, Karyawan Permukiman 

Dan Cipta Karya Kabupaten Jember. 

b. Untuk membantu pelaksanaan yang berkaitan tentang administrasi 

pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada 

Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta 

Karya Kabupaten Jember. 

 

1.3 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegunaan praktek kerja nyata ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara 

langsung pada lingkungan kerja dan masyarakat. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

 

1.4 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata 

1.4.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya yang beralamat di Jl. Srikoyo 1/1 

Patrang Kabupaten Jember 

 

1.5 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan atau 

144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 1 April 

2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember : 

 

Senin - Jumat  : 07.30- 15.00 

Istirahat  : 12.00- 13.00 (Senin - Kamis)  
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11.30- 13.00 (Jumat) 

Sabtu - Minggu : Libur 

1.6 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No. Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Minggu 

Ke- 

1 

Minggu 

Ke- 

2 

Minggu 

Ke- 

3 

Minggu 

Ke- 

4 

1 Perkenalan dengan Pimpinan 

dan Karyawan Kantor X    

2 Membantu Pencatatan 

Keuangan Kantor 
X    

3 Membantu Pembagian Gaji 

Pegawai  X   

4 Membantu Pengisian Pajak 

Pada Website Pajak  X   

5 Membantu Bagian Surat-

Menyurat   X  

6 Membantu Pencatatan 

Perusahaan Yang Meminta 

Perijinan Dinas 
  X  

7 Mencari Berkas Untuk 

Penyusunan Lampiran 

Laporan PKN 
   X 

8 Berpamitan Kepada Pimpinan 

Dan Karyawan Kantor 
   X 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1  Pengertian  Administrasi 

 Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “administrate” yang 

artinya suatu pengabdian atau service. Kata administrasi juga berasal dari bahasa 

Inggris yaitu “administration” yang artinya mengelola atau menggerakkan. 

Perkembangan penggunaan istilah dan pengertian administrasi di Indonesia juga 

masih menunjukkan ketidak samaan pandangan atau pendapat. Pengertian 

administrasi adalah menunjukkan keseluruhan tindakan sekelompok orang yang 

berlangsungan secara runtut dan sistematis dalam satu kesatuan dari tahap awal 

kegiatan hingga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan (Silalahi, 2003:5). 

 

2.2  Pengertian Pajak 

 Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.2.1 Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak yaitu (Mardiasmo, 2013:1) : 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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Contoh :  

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo ( 2016:4 ) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangn diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

Contoh: 

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan 

maupun perseorangan (orang pribadi). 

2.2.3 Jenis Pungutan Selain Pajak 

Berdasarkan undang – undang dan aturan pelaksanaan, ada beberapa 

pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah: 

1. Retribusi 

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan 

penggunaan atau pemanfaatan jasa–jasa yang disediakan oleh negara. 

Pembayar retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari negara. 

Retribusi lebih banyak diberlakukan oleh di pemerintah daerah ( Halim 

dkk, 2016:3). 

Retribusi terdiri atas 3 golongan, yaitu: 

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau 

badan 

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan 

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. 
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2. Sumbangan 

Sumbangan adalah pemabayaran dari golongan rakyat tertentu kepada 

negara. Sumbangan kontraprestasi dapat ditujukan secara langsung kepada 

golongan tertentu tersebut (Halim dkk, 2016:3) 

2.2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

 Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara 

lain: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda , dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

b. unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harusn dipenuhi. 

4. Teori bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 
 

 
 

5. Teori asas daya beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menrik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali 

ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.2.5 Pengelompokan pajak  

1. Menurut golongannya  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

a. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifatnya  

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atau Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas: 
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1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

1. Stelsel pajak 

 Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 

penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar  selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian  pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib 
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Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat 

diminta kembali. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

3. Asas Pemungutan Pajak 

a. Official assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan esaarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajakterutang ada pada 

fiskus 

2. Wajib Pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

b. Self assessment System 

Adalah sutau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 
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2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Witholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

asalah pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

4. Tarif Pajak 

 Ada 4 macam tarif pajak : 

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajakyang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00. 

3. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh : pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

 
 

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak 

 Sumber: Tarif pasal 17 ayat 1 huruf a no. 36 tahun 2008 undang-undang PPh 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

4. Tarif degresif 

Persentase tarif  yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.2.7.1 Pengertian PPh 21 

 Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,  jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek  Pajak dalam negeri, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. 

 

2.2.7.2 Pemotong Pajak PPh 21 

 Pemotong PPh pasal 21, meliputi: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari: 

a. Orang pribadi; 

b. Badan; atau 

c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh 

administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,0 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 
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tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit 

tersebut; 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua; 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar: 

a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak 

dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 

persekutuannya; 

b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak 

luar negeri; dan/atau 

c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan 

pelatihan, serta pegawai magang; atau 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat 

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 

yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau 

penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi 

berkenaan dengan suatu kegiatan. 
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Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban 

untuk melakukan pemotongan pajak adalah: 

1. kantor perwakilan negara asing; 

2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; atau 

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan 

pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

 

2.2.8 Wajib Pajak PPh Pasal 21 

 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi 

yang merupakan: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lukisan; 

c. Olahragawan 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


30 
 

 
 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya; 

6. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

7. Mantan pegawai; dan/ atau 

8. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelengara 

kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan dan pelatihan; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 

 

2.2.9 Tidak Temasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 

 Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang 

Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yangbekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara 
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Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 

di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, seta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal bailk; atau 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapakan oleh 

Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari indonesia. 

 

 2.2.10 Objek Pajak PPh Pasal 21/26 

 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan 

secara bulanan. 

5. Imbalan kepada Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan anama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang silakukan. 

6. Imabalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur atau 

diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 

merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. 
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8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imabalan 

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 

pegawai. 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 

dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit) 

 

2.2.11 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21 

 Tidak termsuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 

adalah : 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh 

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau yang 

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pajak 

Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) 

merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iurang 

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan 

keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia 
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yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan yang 

bersangkutan 

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 

 

2.2.12 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 

 (Mardiasmo, 2016:205) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi 

pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 

6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. 

 

 Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun, 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00 (dua juta 

empat ratus ribu rupiah) setahun. 

 

2.2.13 Dasar Pengenaan dan Pemotongan 

 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam (Mardiasmo, 

2016:205) adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi : 

a. Pegawai tetap 

b. Penerima pensiun berkala 

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima  dalam 1 (satu) bulan 

kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat 

berkesinambungan. 

e. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 

rupiah) sehari, berlaku bagi : 
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2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, 

upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan 

kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi : 

4. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang  bersifat 

berkesinambungan. 

5. Jumlah penghasilan bruto,berlaku bagi : 

6. Penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1,2 dan 3. 

 

2.2.14 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 

 Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan 

pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

 

 Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap 

Dengan gaji bulanan. Contoh : 

 

 Fadil Hasan bekerja pada perusahaan PT.Perkasa dengan memperoleh gaji 

sebesar Rp.5.500.000,- per bulan, dan membayar iurang pensiun sebesar 

Rp.100.000,-. Fadil Hasan sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak. Pada 

bulan Januari penghasilan Fadil Hasan dari PT.Perkasa hanya berasal dari gaji dan 

belum memiliki NPWP. Penghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 

Gaji sebulan Rp 5.500.000 

Pengurangan: 

- Biaya Jabatan: 5% x Rp  5.500.000 Rp 275.000  

- Iuran Pensiun: Rp 100.000 + 

Rp      375.000 – 
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Penghasilan neto sebulan Rp   5.125.000 

Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 5.125..000 Rp 61.500.000 

PTKP setahun (K/0) 

- Untuk WP sendiri  Rp 36.000.000 

- Tambahan karena kawin Rp   3.000.000 + 

Rp 39.000.000 – 

Penghasilan kena pajak setahun Rp 22.500.000 

PPh pasal 21 terutang: 

 5% x Rp 22.500.000 Rp   1.125.000 

PPh Pasal 21 bulan Januari 

 Rp 1.125.000 : 12 Rp        93.750 

 

 Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai 

tidak tetap dengan gaji bulanan. Contoh: 

 

 Cahyadi sudah menikah tapi belum mempunyai anak, bekerja pada 

perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. 

Bulan Januari 2016, cahyadi bekerja selama 20 hari kerja dengan upah Rp. 

250.000 per hari. Penghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 

Upah Januari 2016 (20 x Rp.250.000) Rp.   5.000.000 

Penghasilan neto setahun: 

12 x Rp. 5.000.000 Rp. 60.000.000 

PTKP: 

- Untuk WP sendiri Rp. 36.000.000 

- Tambahan WP kawin Rp.   3.000.000+ 

   Rp. 39.000.000 – 

Penghasilan kena pajak  Rp. 21.000.000 

PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp.21.000.000 Rp.   1.050.000 

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp. 1.050.000 : 12  Rp.        87.500 
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BAB III 

 GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang 

 Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km wilayah kota dengan luas 

98,98 Km. Secara administratif kabupaten terbagi menjadi 31 kecamatan 

(28Kecamatan dengan 225desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan), 958 

dusun/lingkungan, 4.032 RW, serta 14.100 RT. Adapun kepadatan penduduk 

Kabupaten jember dengan jumlah penduduk 2.179.829 jiwa mencapai 661.89 

jiwa/km. 

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya sebagai unsur pelaksanaan teknis, 

berkepentingan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayan dasar masyarakat 

antar sub wilayah antara perkotaan dan pedesaan. Dalam mendukung 

pembangunan infrastuktur dan pengembangan kawasan melalui pemberdayaan 

masyarakat serta penataan perkotaan dan pedesaan untuk menuju Jember yang 

tertib, bersih, indah dan aman. 

 

3.2 Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai 

implementasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 

anggaran 2016 berpedoman pada landasan hukum: 

1. Undang-undang nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan-larangan 

Pemilikan Tanah Tanpa Ijin yang berhak atas kawasannya 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1989 tentang 

Kebijaksanaan Pembangunan Kota 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman 

Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah. 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor  5 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Jember Tahun 2005-2010 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 

tanggal 20 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Kabupaten Jember,  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta 

Karya berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan otonomi kabupaten yang bertugas 

melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya 

dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris 

Kabupaten. 

 

3.3 Visi Dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan 

Cipta Karya 

 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya serta melihat latar belakang dan mencermati 

fenomena-fenomena yang ada, maka visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya adalah : 

“Terwujudnya layanan pembangunan dan pengembangan kawasan yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan berwawasan 

lingkungan”. 

 

 Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya ditetapkan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peran serta 

masyarakat dalam bidang cipta karya 

2. Melaksanakan pembinaan, pembangunan, serta pengembangan infrastuktur 

kawasan perkotaan dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas layanan publik 
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Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang 

keciptakaryaan 

2. Terwujudnya fasilitas pembangunan infrastuktur di kawasan perkotaan dan 

pedesaan, kawasan perumahan dan pemukiman 

3. Penataan kota dan pedesaan yang berwawasan lingkungan 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur negara 

 

3.4 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 57Tahun 2008 tentang tugas pokok 

dan fungsi organisasi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta 

Karya mempunyai tugas pokok : 

“Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan 

perumusan kebijakan pengolaan di bidang cipta karya dan tata ruang, tugas 

pembantuan, serta tugas lain yang diberikan Bupati”. 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya mempunyai fungsi dalam : 

1. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pembangunan dan 

perijinan 

2. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penataan ruang 

3. Pelaksanaan penataan desa dan perkotaan 

4. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan pemukiman 

5. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebersihan maupun 

penerangan jalan umum 
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Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya mempunyai wewenang sebagai berikut : 

1. Melaksanakan peraturan, pembinaann, perencanaan, dan pembangunan di 

bidang perkotaan dan pedesaan, air minum, air limbah, persampahan, 

drainase. 

2. Melaksakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di 

bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

3. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan jasa kontruksi di bidang 

pekerjaan umum 

4. Memberikan perkembangan  teknik dalam rangka penghapusan bengunan 

gedung Negara, rumah dinas dan bangunan umum lainnya beserta 

lingkungannya 

5. Mengelola dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan 

dokumentasi perkembangan tata ruang serta pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi perkembangan tata ruang. 
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3.5 Struktur Organisasi 

Sesuai dengan peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi 

dan tata kerja perangkat Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman Dan Cipta Karya memiliki bagan struktur organisasi sebagai berikut : 

Kepala Dinas, membawahi : 

1. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan 

c. Sub Bagian Keuangan 

2. Bidang Tata Bangunan dan Perijinan, Membawahi : 

a. Seksi Tata Bangunan 

b. Seksi Perijinan 

3. Bidang Tata Kota dan Pedesaan, Membawahi : 

a. Seksi Tata Kota, Pedesaan, Dan Pertamanan 

b. Seksi Penyehatan Lingkungan 

4. Bidang Perumahan dan Pemukiman, Membawahi : 

a. Seksi Perumahan dan Pengembangan Kawasan 

b. Seksi Permukiman dan Pemakaman 

5. Bidang Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum, Membawahi : 

a. Seksi Kebersihan 

b. Seksi Penerangan Jalan Umum 

6. Disamping itu ada UPTD : 

a. UPT PMK 

 

3.6 Uraian Tugas Dan Fungsi  

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan,  penyusunan program dan keuangan serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian dan sinkronisasi 

dengan bidang dalam penyusunan program anggaran dan tugas administrasi 

secara terpadu; b. pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran; c. penyiapan bahan dalam rangka 

perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaporan pertanggung jawaban 

keuangan; d. pembinaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan adminisrasi 

kepegawaian, keuangan dan pelengkapan; f. pengelolaan urusan rumah tangga, 

surat menyurat dan kearsipan; g. penyiapan data informasi, kepustakaan, 

hubungan masyarakat dan inventarisasi; dan h. penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan, kehumasan dan perlengkapan serta tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : a. 

pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas, tata naskah, tata 

kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol; b. pengurusan dan perawatan 

kantor dan bangunan yang menjadi tanggung jawab dinas; c. pengevaluasian dan 

pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan; d. pengurusan 

kendaraan dan alat-alat angkutan lain yang menjadi tanggung jawab dinas; e. 

pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan 

penerimaan dan pengaturan tamu; f. persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai 

serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; g. penyiapan bahan dan 

melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai 

serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkup Dinas; h. 

pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; i. 

penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan; j. 

pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan; k. pengadaan, 

pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharan barang peralatan dan 

perbekalan; l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan 
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distribusi barang peralatan dan perbekalan; m. penyiapan bahan untuk 

penghapusan barang serta melakukan inventarisisasi barang yang dikelola maupun 

yang dikuasai oleh dinas; dan n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas. 

 

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan, 

ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi 

meliputi : a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan kebutuhan anggaran 

kegiatan dinas; b. penyusunan perencanaan kebutuhan peralatan dan perbekalan 

dinas guna pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan; c. pemberian informasi 

dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan dokumentasi, kearsipan, dan 

kepustakaan; e. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan 

organisasi dan tata laksana; f. pelaksanaan pendataan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan; g. penghimpunan dan pengelolaan bahan-bahan untuk 

penyusunan anggaran; h. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja dinas; i. pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja dinas; j. pelaksanaan perhitungan anggaran dan 

verifikasi; k. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; l. pengurusan 

keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain 

sebagai pengeluaran dinas; m. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang 

keuangan; dan n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

 

4. Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan 

Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan mempunyai tugas di bidang tata 

bangunan gedung, pengawasan bangunan gedung dan pertanahan serta tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi meliputi : a. 

penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungannya; 

b. perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan 

gedung dan lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan 

pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung tanah negara yang menjadi aset 

Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan 

dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); e. penetapan persyaratan 

administrasi teknis untuk bangunan gedung; f. pelaksanaan kebijakan pembinaan 

jasa konstruksi yang telah ditetapkan; g. pengembangan sistem informasi, 

penelitian, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi jasa kontruksi; 

h. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksana peraturan 

perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelengaraan 

bangunan gedung dan lingkungannya; i. penyelenggaraan urusan pertanahan yang 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan j. penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

5. Seksi Pembangunan Gedung 

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan tata 

bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan 

survey, pengukuran, pemetaan dokumentasi dan informasi bangunan serta 

pemantauan perkembangan bangunan dan lingkungannya; b. pelaksanaan 

perencanaan, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara 

yang menjadi aset pemerintah daerah; c. penyusunan dan penetapan persyaratan 

administrasi dan teknis untuk bangunan adat, semi permanen, darurat dan 

bangunan gedung dilokasi bencana serta menyusun dan menetapkan Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL); d. penyusunan dan penetapan Rencana Tata 

bangunan dan Lingkungan (RTBL); e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian 

dan pelaporan pembangunan gedung negara dan rumah negara yang menjadi aset 

pemerintah daerah; f. pengumpulan pelaksanaan dan penganalisaan data 
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rehabilitasi bangunan Musholla dan Masjid; dan g. penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

6. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan 

Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan urusan 

Penataan Ruang, Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata 

Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi meliputi : 

a. pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan / 

perkembangan tata ruang; b. pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan 

Urusan Pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. pengumpulan 

bahan dan data dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta 

penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah; d. pengumpulan bahan dan 

data untuk penetapan tanah ulayat serta penetapan subjek dan objek redistribusi 

tanah; e. pengumpulan bahan dan data untuk penyelesaian masalah ganti kerugian 

dan santunan tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah 

absentee dalam daerah; f. pengumpulan bahan dan data untuk inventarisasi dan 

pemanfaatan tanah kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah dalam 

daerah; dan i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

7. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang.  

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai 

fungsi meliputi : a. penyiapan bahan pedoman/peraturan pengawasan dan 

pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang tata cara, manfaat dan 

pentingnya pengendalian bangunan serta program penertiban bangunan; b. 

penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem 

informasi, penelitian, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi jasa 

konstruksi; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap 
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penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran gedung dan 

lingkungannya; d. pengawasan dan penertiban bangunan dan pengusutan serta 

usulan pembongkaran gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau 

bangunan liar; dan j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

 

8. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman 

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas 

melaksanakan penyehatan lingkungan permukiman serta tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas.  

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi meliputi : 

a. penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program daerah di bidang 

penyehatan lingkungan; b. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan 

Lingkungan Permukiman; c. pelaksanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan 

IPLT; dan d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

9. Seksi Air Bersih 

Seksi Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan informasi penyehatan 

lingkungan, pelaksanaan survey, dokumentasi dan informasi dalam penyediaan 

kebutuhan air bersih serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

Seksi Air Bersih mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaa survey dan 

informasi dalam penyediaan air bersih di daerah; b. perencanaan, pengawasandan 

pengendalian pembangunan sarana dan prasarana air bersih di daerah; c. 

pembinaan, pengawasan, pendataan dan pengendalian dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih; d. pendataan, pembinaan kelompok 

HIPPAM di daerah; dan e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas. 

 

10. Seksi Sanitasi 
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Seksi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan urusan sanitasi serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

Seksi Sanitasi mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan survey dan 

informasi dalam penyediaan sanitasi di daerah; b. perencanaan, pengawasan 

evaluasi, pengendalian dan pembinaan dalam pengelolaan air limbah, 

persampahan dan drainase; c. penyusunan penetapan peraturan daerah 

pengembangan sanitasi; d. pengendalian penyelenggaraan sarana prasarana air 

limbah domestik; e. perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan 

perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan sanitasi; dan f. 

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

11. Seksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Limbah 

Tinja Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 Seksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan 

Limbah Tinja Perumahan dan Kawasan Permukiman (IPLT) mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengelolaan lumpur tinja hasil sedotan dari septictank 

masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

Seksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Limbah 

Tinja Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi meliputi : a. 

pendataan pengelolaan lumpur tinja; b. perencanaan, pengadaan, inventarisasi, 

pemeliharaan dan perawatan peralatan serta perbekalan yang berkaitan dengan 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domistik dan Instalasi Pengelolaan 

Limbah Tinja (IPLT); c. pengelolaan melalui penyaringan (Im hooff); d. 

pengeringan lumpur tinja dan limbah (Bak Pengering); e. penyaringan, 

penjernihan air lumpur tinja dan limbah(an_aerobic); f. penjernihan tahap kedua 

(Maturasi); g. penyaluran Air Jernih Tinja dan limbah (Fakultatif); h. pelaksanaan 

pengurasan dan pengangkutan air kotor dari Water Closet (WC) umum ke tempat 

IPAL ( Instalasi Pengelolaan Air Limbah ) dan Instalasi Pengelolahan Limbah 

Tinja (IPLT); dan i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 
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12. Bidang Perumahan dan Permukiman 

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pengembangan kawasan permukiman, perumahan, pemakaman dan 

penerangan jalan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi meliputi : a. 

penyusunan penetapan kebijakan, strategi dan program Pemerintah Daerah di 

bidang perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan; b. 

pelaksanaan pembinaan perumahan formal maupun perumahan swadaya; c. 

pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi pelaksanaan strategi dan kebijakan 

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan; d. penyusunan penetapan 

kebijakan pemerintah daerah dalam sistem pengembangan kawasan ; e. 

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan 

pengelolaan sistem pengembangan kawasan ; f. pengaturan, perencanaan, 

pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan permukiman dalam kawasan 

(kasiba dan lisiba); g. perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman 

kumuh; h. perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

pemakaman umum; i. pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan 

pengendalian lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum lainnya ; dan j. 

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

13. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukiman serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang.  

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi meliputi : 

a. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan strategis; 

b. pelaksanaan survey, dokumentasi dan pendataan permukiman yang perlu 

perbaikan dan peningkatan kapasitas sarana prsarana dan utilitas lingkungannya; 

c. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, pembangunan, 

perbaikan sarana prasarana dan utilitas permukiman; d. pelaksanaan perbaikan 

dan peningkatan sarana prasarana permukiman kumuh; e. penyusunan rencana 
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umum tenaga kelistrikan kawasan perdesaan serta peraturan-peraturan tentang 

kelistrikan desa; f. perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan 

listrik desa; dan g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

 

14. Seksi Perumahan dan Pemakaman 

Seksi Perumahan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, menyusun kebijakan perumahan dan Pemakaman serta tugas lain 

yang diberikan Kepala Bidang.  

Seksi Perumahan dan Pemakaman mempunyai fungsi meliputi : a. 

pengumpulan bahan informasi hasil survey, koordinasi dan konsultasi guna 

penyusunan kebijakan dan strategi daerah di bidang pembiayaan, pembangunan 

dan pendataan perumahan serta peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 

perumahan; b. pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi daerah 

terhadap lembaga pendukung pembangunan perumahan; c. perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan sistem 

kawasan skala besar, kawasan khusus, keterpaduan sarana prasarana kawasan, 

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang serta penyelenggaraan 

kasiba dan lisiba; d. pelaksanaan survey, pemberian pertimbangan dan menyusun 

kajian serta rekomendasi terkait lokasi pembangunan perumahan; e. pemberian 

pertimbangan dan verifikasi rencana pembangunan dan pengembangan 

perumahan dari sisi kelengkapan administrasi dan teknis; f. pemantauan, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan; g. 

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan 

sarana, prasarana dan utilitas perumahan; h. pemeliharaan, perawatan dan 

rehabilitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan; i. perencanaan 

penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan perbaikan sarana dan prasarana 

dan utilitas pemakaman umum dan pemakanan milik daerah; j. pelaksanaan 

pendataan dan inventarisasi, usulan pengadaan, pengaturan, pengendalian, 

pemeliharaan dan perawatan pemakaman umum; dan k. penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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15. Seksi Penerangan Jalan Umum 

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penerangan jalan umum (PJU) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang.  

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi meliputi : a. 

perencanaan pengembangan dan pengendalian penyelenggraan lampu PJU, taman 

kota, lapangan olah raga dan fasilitas umum lainnya ; b. pengadaan, pemeliharaan 

dan perawatan lampu PJU, taman kota, lapangan olah raga dan fasilitas umum 

lainnya ; c. perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan PJU 

dan lampu-lampu taman kota, lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya; 

dan d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

 

16. UPT (Unit Pelaksana Teknis) 

UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas. UPT 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata 

Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Jumlah, Nomenklatur, Susunan 

Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

  

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

Pelaksanaan Administrasi Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat, Karyawan 

Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

 

1. Membantu Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Format perhitungannya sendiri meliputi : 

Mencari penghasilan bruto sebulan, Penghasilan netto sebulan didapat dengan 

cara mengurangi penghasilan bruto, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung 

dengan mengurangi jumlah penghasilan netto setahun dengan penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP), Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan mengalikan 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pasal 17 UU PPh 21, Pajak Sebulan 

diperoleh dari pembagian antara pajak penghasilan setahun dengan dengan 12. 

 

2. Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) 

Keterangan dalam surat ini meliputi beberapa informasi antara lain : 

NPWP, Nama WP, dan Alamat;Mata Anggaran Pemerintah (MAP) / Kode 

Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran; Massa Pajak dan Tahun Pajak; Nomor 

Ketetapan; Jumlah Pembayaran; Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP). 

 

3. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak SPT Masa 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pengisian SPT masa adalah sebagai 

berikut : 

Bagian Induk, Bagian A, Bagian B, Bagian D, dan Bagian E. 

 

4. Membantu Melakukan Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 
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Prosedur pelunasan atau pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 pada karyawan dinas perunahan rakyat, karyawan permukiman dan cipta 

karya kabupaten jember meliputi : 

Pelaporan pada Bagian Umum dan Kepegawaian, Pelaporan pada Bagian 

Keuangan, Pelaporan pada Bank, dan Pelaporan jumlah pajak terutang pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 

5. Membantu Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil 

Prosedur penggajian pegawai pada dinas perumahan rakyat, kawasan 

permukiman dan cipta karya kabupaten jember dapat diuraikan sebagai berikut : 

Penyusunan daftar gaji pegawai pada Bagian Umum dan Kepegawaian, 

Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bagian Keuangan, 

Menerima dan kemudian mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 

Bank. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat PKN 
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Lampiran 2.  Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan 
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Lampiran 3.  Daftar Hadir Peserta PKN 
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Lampiran 4. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 5. Lembar Kartu Konsultasi 
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Lampiran 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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Lampiran 7. Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 8. Daftar Pembayaran Gaji PNS 
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Lampiran 9.  Surat Permintaan Pembayaran  Langsung Gaji dan Tunjangan 
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Lampiran 10.  Surat Perintah Membayar Langsung (LS) 
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Lampiran 11. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 
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Lembar 12. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2 
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Lampiran 13. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 
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